
Mengingat: 1. Pasa] 18 ayat (6) Undang-UndangDasar NegaraRepublik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
1953 Nomor9) sebagaiUndang-Undang(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 1820);

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2003
Nomor47, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-UndangNomor2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja

Menimbang: a. bahwa untuk melakukan penyesuaian kriteria kapitalisasi
aset tetap, maka Peraturan WaH Kota Banjarmasin Nomor
48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan
penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin;

WALl KOTA BANJARMASIN,
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PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
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TENTANG
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6856);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6779);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineJja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor516~);

15. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6909);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Ketentuan terkait Kebijakan Akuntasi Nomor 05 tentang Aset
Tetap, Kebijakan Akuntasi Nomor 17 tentang Penyelesaian
Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran, Kebijakan
Akuntasi Nomor 18 tentang Properti Investasi, dan Kebijakan
Akuntasi Nomor 19 tentang Peristiwa Setelah Tanggal
Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2023 ten tang Perubahan Atas
Peraturan WaH Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 97)
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

PasalI

MEMUTUSKAN:
PERATURANWALlKOTA TENTANG PERUBAHANKEDUA
ATAS PERATURANWALl KOTABANJARMASINNOMOR48
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHKOTABANJARMASIN.

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun
2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023
Nomor 97);

Menetapkan:



J
IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN I ;tI, NOMOR L

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASfN,

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal

[BNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal : Juri ::l r 4
WALl KOTA BANJARMASIN,

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

denganiniKotaWaliPeraturanpengundangan

memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal II



OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

6. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan
keuangan tersebut.

5. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang
menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di
antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit. Peristiwatersebut dapat dibagimenjadi duajenis yaitu:
a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal

pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal
pelaporan); dan

b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal
pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal
pelaporan).

DEFINISI

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan
pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.

4. Kebijakanini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan
keuangan dan laporan konsolidasian.

RUANG LINGKUP

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa

setelah tanggal pelaporan; dan
b. Pengungkapanyang dibuat entitas tentang tanggallaporan keuangan

diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Perlakuan akuntansi ini meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19

TENTANG

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN



PERISTIWAPENYESUAISETELAHTANGGALPELAPORAN

11. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan
keuangan karen a adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal
pelaporan.

12. Kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal
pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan
keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan
sebelumnya, antara lain:
a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat

final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal
pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki
kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas
menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan
penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada
upaya lainnya.

b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada
tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak
(kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak,

PENGAKUANDANPENGUKURAN

8. Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan an tara tanggal pelaporan
dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui
dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:
a. kejadiarr/peristiwa tersebut memberikan informasi yang

cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
b. terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau

dapat dipenuhi.
9. Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada

31 Desember tahun pelaporan.
10. Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah

dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah
tanggal pelaporan, an tara lain:
a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
b) Surat kematian wajib pajak/retribusi;
c) Berita Acara Serah Terima; atau dokumen lainnya sesuai

peristiwa setelah tanggal pelaporan.

7. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah
tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang
dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah
Daerah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan,
apabila laporan keuangan terse but tidak diaudit.



13. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam
laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai
setelah tanggal pelaporan.

14. Kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal
pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian angka-angka
laporan keuangan:
a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan

menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan
menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi
aset pada tanggal laporan keuangan namun akan
menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode
berikutnya.

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan
Usaha MilikDaerah setelah tanggal pelaporan.

c. Ketetapan pajak secara self-assessment diterbitkan setelah
tanggal laporan keuangan diotorisasi. Contoh: wajib pajak
melaporkan pajak tahun x di tahun x+1 sehingga surat
ketetapan pajak diterbitkan tahun x+1.

d. Penilaian atas tanah yang semula di tahun x masih dinilai
Rpl,OO. Pada tahun x+l Penilai menerbitkan laporan
penilaian tanah senilai harga terten tu.

PERISTIWANONPENYESUAISETELAHTANGGALPELAPORAN

terrnasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan
pajak) dan kepailitan debitur yang tetjadi setelah tanggal
pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan
piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi
yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode
pelaporan setelah tanggal pelaporan.

d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang
mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja
danj'atau pendapatan yang tetjadi sebelum tanggal pelaporan.

f. Hasil pemeriksaan BPKyang terbit setelah tanggal pelaporan
keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui
Pemerintah Daerah.

g. Ketetapan pajak secara official assessment diterbitkan setelah
tanggal pelaporan. Contoh: ketetapan pajak masa Desember
tahun x diterbitkan pada bulan Januari tahun x+1.



PENGUNGKAPAN

19. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan terkait dengan kejadianjperistiwajkebijakan
penyesuai setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:
a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak

yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan;
b. informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan

sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit,
maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan
informasi terkini tersebut.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

15. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan
dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan
terdapat penetapan Pemerintah Oaerah untuk melakukan
likuidasi atas entitas pelaporan dalamjangka pendek.

16. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi,
kebijakan akuntansi mi mensyaratkan entitas untuk
mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Oampak
perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus
entitas, misalnya apakah operasi akan dialihkan ke entitas
pemerintah lain atau dilikuidasi. Oibutuhkan pertimbangan
dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai
aset dan kewajibanyang tercatat.

17. Ketikaasumsi kesinambungan entitas tidak lagi terperiuhi, perlu
juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi
tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau
memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada
reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

18. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu
pengungkapan apabila:
a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan

entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada
saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar
kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan.
Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan
keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas
dianggap tidak berkesinambungan; atau

b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan
keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa
atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada
kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan
operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan
pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.



rBNU SINA

WALl KOTA BANJARMASJN,

20. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
terkait dengan kejadiarr/peristiwaykebijakan nonpenyesuai setelah
tanggal pelaporan
a. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan merniliki

nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena
itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material
dan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang
rnencakup:
1) sifat peristiwa; dan
2) estimasi atas darnpak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi

tersebut tidak dapat dibuat.
b. Contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang

umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau

kegiatan Pemerintah Daerah, pelepasan aset serta penyelesaian
kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan
Pemerintah Daerah;

2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset

atau kurs valuta asing;
5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti

penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikansi; dan
6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah

tanggal pelaporan, termasuk tuntutan
keberatanybanding/restitusi pajak yang signifikan.


